JAWABAN ISLAM TERHADAP PROBLEM PERBURUHAN

Tiga sumber ekonomi, yaitu pertanian, perindustrian, dan perdagangan, itu menghasilkan produksi tidak lain
karena bantuan manusia. Manusialah yang bercocok-tanam di lahan pertanian. Manusialah yang membuat
berbagai produk industri dan menjalankan berbagai peralatan pabrik. Dan manusialah yang melakukan transaksi
jual-beli. Oleh karena itu tenaga manusia merupakan sumber yang penting di antara sumber-sumber kakayaan.
Meskipun tenaga manusia dalam pertanian merupakan suatu keharusan, namun ia bagian dari pertanian. Begitu
juga halnya dengan perindustrian dan perdagangan, meskipun pada keduanya tenaga manusia harus ada, tetapi
tenaga manusia bukan bagian dari keduanya. Namun, tenaga manusia merupakan sumber ekonomi yang
independen sebagaimana ketiga sumber ekonomi lainnya.

Tenaga manusia adalah aktivitas yang dilakukan manusia, baik berhubungan dengan fisik atau tidak.
Karenanya orang yang melakukan pekerjaan dikatakan buruh. Hanya saja, jika tenaga yang digunakan tersebut
untuk memproduksi barang-barang bagi dirinya sendiri, maka tidak membutuhkan pembahasan. Sebab sebesar
apapun hasil produksinya maka menjadi milik sendiri, dan sebesar apapun tenaga yang dikerahkan tetap untuk
dirinya sendiri. Oleh karena itu, tidak didapatkan masalah yang membutuhkan solusi yang memerlukan hukum-
hukum tertentu baginya.

Namun jika tenaga yang digunakan tersebut untuk memproduksi barang bagi orang lain dengan kompensasi
upah, maka ini membutuhkan pembahasan. Sebab, didapatkan berbagai masalah yang membutuhkan solusi,
sehingga memerlukan hukum-hukum tertentu baginya. Oleh karena itu, pembahasan tenaga manusia sebagai
sumber di antara sumber-sumber kekayaan yang memerlukan solusi hanya meliputi tenaga dari para pekerja
yang disewa (buruh) saja. Maka tidak berlebihan, jika dikatakan bahwa ia merupakan pembahasan tentang
perburuhan, sebab pekerja adalah setiap orang yang bekerja. Sebutan pekerja umum untuk setiap orang yang
bekerja, termasuk orang yang bekerja untuk dirinya sendiri, dan orang yang bekerja untuk orang lain dengan
mendapatkan upah (gaji/reward). Orang yang bekerja untuk dirinya sendiri tidak termasuk dalam pembahasan,
namun yang termasuk dalam pembahasan hanyalah orang-orang yang bekerja untuk orang lain dengan
mendapatkan upah. Maka lebih cermat dikatakan buruh, dan tidak dikatakan pekerja, sebab pembahasan di sini
adalah pembahasan buruh bukan pembahasan pekerja.

Buruh adalah setiap manusia yang bekerja untuk mendapatkan upah, baik pihak yang mengontrak
(pengusaha) itu individu, jama’ah atau negara. Pegawai negeri adalah buruh, pegawai jama’ah seperti perseroan
adalah buruh, dan pegawai individu adalah buruh. Sehinga buruh tani, pekerja pabrik, pembantu rumah tangga,
akuntan, dan makelar jual-beli semuanya adalah buruh. Upah adalah setiap harta yang diberikan sebagai
kompensasi atas pekerjaan yang dikerjakan manusia, baik berupa uang atau barang, sebab semua itu adalah
harta. Mengingat definisi harta adalah setiap sesuatu yang dapat disimpan untuk kekayaan, yakni setiap sesuatu
yang dapat dimanfaatkan.

Pembahasan ekonomi tentang buruh dibangun berdasarkan pengetahuan pijakan yang menjadi dasar
penentuan gaji buruh. Dengan dasar ini dibangun hukum-hukum yang berkaitan dengan kontrak kerja buruh.
Untuk mengetahui dasar ini harus mengetahui realitas buruh terlebih dahulu. Dengan mengetahui realitasnya
akan menjadi jelas pijakan yang menjadi dasar penentuan gaji buruh.

Jika kita perhatikan ide kontrak kerja manusia untuk melakukan suatu pekerjaan dengan kompensasi upah.
Maka aktivitas tersebut telah dimulai sejak manusia mulai mengerahkan tenaganya untuk memperolah harta
yang akan ditukarnya, di samping untuk dikonsumsinya secara langsung, setelah manusia mengerahkan tenaga
untuk mendapatkan harta yang akan dikonsumsi secara langsung, ketika manusia mengerahkan tenaga untuk
memperoleh harta yang akan dikonsumsi secara langsung, maka tidak terdapat upah, sebab upah ketika itu belum
mereka butuhkan. Namun ketika manusia mengerahkan tenaganya untuk ditukar, maka didapatkan upah buruh,
sebab tenaga ini terkadang dijadikan pengganti atas tenaga yang lain, atau sebagai pengganti atas harta. Dengan
demikian harus ada standar yang menentukan nilai tenaga yang akan ditukar dengan yang lainnya, agar
memungkinkan untuk ditukar dan menentukan nilai harta yang hendak diperoleh sebagai pemuas sehingga
memungkinkan untuk ditukar antara yang satu dengan yang lainnya, atau ditukarnya dengan tenaga. Oleh karena
itu, harus ada standar yang menentukan nilai tenaga dan nilai harta yang sama, sehingga memungkin ditukar
antara yang satu dengan yang lainya, dan menukar harta dengan tenaga, serta tenaga dengan tenaga. Dengan
demikian, mereka sepakat dengan upah uang yang menjamin manusia untuk mendapatkan harta yang diperlukan
sebagia alat pemuas, dan menjaminnya untuk mendapatkan tenaga yang diperlukan sebagai alat pemuas.

Kompensasi yang berupa uang jika dikaitkan dengan barang dinamakan harga (tsaman), dan jika dikaitkan
dengan tenaga dinamakan upah (ujroh). Menukar barang yang sebanding dengan zat barang itu adalah harga,
sedang menukar tenaga yang sebanding dengan manfaat tenaga dikerahkan manusia disebut upah, bukan harga.
Sekalipun kompensasi dalam bentuk uang itu dijadikan sebagai standar nilai barang dan nilai manfaat tenaga,
yang berarti satu dalam dua perkara (two in one), tetapi itu hanya sebagai standar saja. Standar ini dilihat dari
aspek jenis, bukan dari aspek jumlah. Eksistensinya sebagai standar bagi nilai barang dan nilai manfaat tenaga
tidak membentuk tenaga langsung di antara keduanya, dan tidak menjadikan salah satunya tergantung pada yang
lain sehingga tidak ditemukan hubungan secara langsung antara jual-beli dan sewa, selain eksistensi keduanya



sebagai transaksi yang dijalankan individu diantara individu-individu manusia. Transaksi sewa tidak tergantung
pada transaksi jual-beli, dan upah tidak tergantung dengan harga, serta tidak ada hubungan antara yang satu
dengan yang lain, sebab harga sebagai pengganti harta yaitu pertukaran harta dengan harta, baik harta itu diukur
dengan nilai atau dengan harga.

Sedangkan upah merupakan pengganti tenaga. Tenaga ini tidak selalu menghasilkan harta, terkadang
menghasilkan harta dan terkadang tidak. Sebab manfaat tenaga tidak terbatas untuk menghasilkan harta, tetapi
ada manfaat-manfaat lain selain harta. Tenaga yang dicurahkan dalam pertanian, perindustrian, atau perdagangan
akan menghasilkan harta, sedangkan jasa-jasa yang diberikan dokter, insinyur,pengacara, dosen, dan profesi
yang sejenisnya tidak menghasilkan harta.

Jika seorang pengrajin mengambil upah, maka dia mengambil upahnya sebanding harta yaang dihasilkannya.
Namun seorang insinyur, apabila ia mengambil upah, maka dia tidak mengambil upahnya sebanding dengan
harta yang dihasilkan, sebab dia tidak menghasilkan harta apa pun, namun dia mengambil sebanding dengan
manfaat yang diberikan kepada yang memberi upah (pengusaha). Untuk itu, penentuan harga harus sebanding
dengan harta. Berbeda dengan penentuan manfaat tenaga. Maka ia tidak sebanding dengan harta, tetapi
sebanding dengan manfaat yang diberikan, terkadang berupa harta, dan terkadang selain harta. Dengan demikian
transaksi jual-beli berbeda dengan transaksi kontrak kerja buruh, dan harga berbeda dengan upah.

Dasar Pijakan Penentuan Gaji

Hanya saja, perbedaan makna jual-beli dengan ijaroh serta harga dengan upah tersebut tidak berarti tidak
adanya hubungan antara keduanya sama sekali. Perbedaan tersebut maknanya adalah agar transaksi ijaroh tidak
dibangun berdasarkan transaksi jual-beli, dengan demikian pula sebaliknya, transaksi jual-beli tidak dibangun
didasarkan transaksi ijaroh. Sehingga harga tidak ditetapkan berdasarkan ketentuan upah, demikian juga
sebaliknya, upah tidak ditentukan berdasarkan perkiraan harga. Sebab, mendasarkan penentuan salah satu di
antara keduanya atas yang lain akan menyebabkan harga-harga barang yang dihasilkan oleh seorang buruh
ditentukan berdasarkan upah yang dituntut olehnya. Padahal harga barang-barang seharusnya diputuskan oleh
seorang pengusaha, dan bukan oleh buruh berdasarkan pasar yang normal.

Apabila penentuan harga-harga tersebut dikaitkan dengan seorang buruh, maka hal itu akan menyebabkan
kesewenang-wenangan seorang pengusaha terhadap seorang buruh, dimana dia akan bisa menaikkan dan
menurunkan upah dengan seenaknya, dengan alasan naik turunnya harga. Cara semacam ini tidak diperbolehkan,
sebab upah seorang buruh itu merupakan kompensasi dari manfaat pekerjaannya, yang akan disesuaikan dengan
nilai manfaat di pasaran umum terhadap manfaat itu. Oleh karena itu, upah seorang buruh tidak boleh dikaitkan
dengan harga-harga barang yang dihasilkan.

Tidak dapat dikatakan bahwa turunnya harga-harga barang yang dihasilkan seorang buruh, akan
menyebabkan ruginya seorang pengusaha yang berdampak pada phk buruh. Tidak dapat dikatakan demikian,
karena hal ini dalam jangka pendek jelas merupakan tindakan sewenang-wenang. Sebab, terkadang di bulan ini
harga-harga barang turun disebabkan banyaknya penawaran (supply), dan di bulan berikutnya harga barang naik
disebabkan sedikitnya penawaran. Jika seorang pengusaha menaikkan atau menurunkan upah buruh, berarti dia
membuat ketentuan upah semaunya, dengan alasan naik turunnya harga-harga barang. Dengan demikian,
menjadikan buruh benar-benar tergantung pada belas kasih pengusaha. Dan ini berarti kesewenang-wenangan.

Sesungguhnya naik dan turunnya harga-harga barang tidak berpengaruh terhadap pemilik sawah atau pabrik
dalam jangka pendek, dan tidak akan menyebabkan keduanya bangkrut, sehingga tidak dapat dihubungkan
dengan masalah kerugian secara mutlak, pengaruh itu terjadiapabila harga-harga barang turun di seluruh pasar
atau di semua pasar lokal, namun keduanya tidak akan berpengaruh kecuali jika terjadi dalam jangka waktu yang
lama, saat itulah terjadi kerugian, dan resiko mengeluarkan pekerja dari pabrik itu ada. Sedangkan, jika
terjadinya penurunan harga-harga barang itu hanya sementara, maka tidak akan terjadi kerugian.

Kerugian itu terjadi apabila harga-harga barang turun di suatu negara tetapi tidak di negara lain. Tidak akan
terjadi kerugian, apabila yang mengalami penurunan di pasar lokal hanya sebagian barang saja. Tetapi, apabila
terjadi penurunan semua harga barang, meski hanya sebentar, maka hal itu tidak berpengaruh terhadap upah,
namun akan berpengaruh terhadap biaya produksi barang itu saja yang selanjutnya akan terjadi phk. Dalam
kondisi ini, mungkin sawah atau pabrik yang lain tidak berpengaruh terhadap upah.

Apabila terjadi penurunan semua harga barang pada semua pasar lokal, atau bahkan di semua pasar, maka
akan terjadi penurunan semua harga di pasar, sehingga secara alami akan terjadi penurunan upah di negeri itu.
Turunnya upah ini hanya terjadi pada seluruh profesi buruh. Bukan pada buruh tertentu. Dengan demikian pada
pasar komoditi secara umumlah yamg menjadi penentu harga barang dan keadaan pasar tenaga kerja secara
umum sebagai penentu upah. Pasti akan terjadi keterpengaruhan pasar umum tenaga kerja oleh pasar umum
komoditi lantaran menjadikan suatu standar pada keduanya. Begitu juga keterpengaruhan ini terjadi di pasar
umum komoditi maupun tenaga kerja apabila nilai uang yang sama dijadikan standar keduanya mengalami
penurunan dan kenaikan. Hal ini tidak berarti terikatnya upah dengan harga. Pengaruh pasar umum terhadap
manfaat buruh adalah apabila di pasar umum terjadi penurunan harga barang dalam jangka pendek, maka barang
dipengaruhi oleh penurunan ini. Begitu pula tidak ada kaitan antara upah dengan harga barang, dimana



penentuan salah satu tergantung pada penentuan yang lain pada barang yang sama. Bahkan tidak terkait dengan
semua barang. Namun, penurunan itu hanya berpengaruh dalam satu kondisi saja; yaitu terjadinya penurunan
dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, tidak boleh menentukan upah berdasarkan ketentuan harga. Tetapi upah
ditentukan berdasarkan pendapat para ahli ketenagakerjaan di pasar umum (bursa) tenaga kerja, menurut
pemantauan mereka terhadap pasar itu. Dengan demikian, penentuan upah dilakukan secara langsung, bukan
karena keterpengaruhan bursa tenaga kerja oleh bursa komoditi. Artinya, bukan ditentukan oleh harga barang
dan bursa barang. Namun hanya menurut perkiraan para ahli di pasar bursa tenaga kerja saja, maka penilaian
para ahli dipasar bursa tenaga kerja yang memaksakan ketentuan upah.

Di samping itu, maka membangun transaksi ijaroh berdasarkan transaksi jual-beli, dan membangun transaksi
jual-beli berdasarkan transaksi ijaroh akan menyebabkan penentuan harga-harga kebutuhan didasarkan pada
upah seorang buruh. Padahal, penentuan harga-harga barang yang diproduksi tersebut tidak seharusnya
ditentukan berdasarkan kesejahteraan seorang buruh, harga barang tidak boleh berdasar pada upah buruh. Sebab
penentuan harga barang berdasarkan upah buruh akan menyebabkan kesejahteraan seorang buruh, berada di
tangan pengusaha, sehingga pengusaha yang harus menjamin kesejahteraan buruh tersebut. Seharusnya
kesejahteraan setiap orang adalah bagian dari pelayanan terhadap urusan rakyat yang berada di tangan negara,
bukan di tangan pengusaha yang bersangkutan. Bahkan, mengaitkan antara kesejahteraan seorang buruh dengan
hasil kerjanya itu tidak diperbolehkan. Sebab, kadangkala seorang buruh itu secara fitrah lemah, dan hanya
sanggup menghasilkan sedikit, sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya.

Apabila upah seorang buruh tersebut dikaitkan dengan apa yang dihasilkan, atau dengan kebutuhan-
kebutuhan yang diperlukan, maka dia telah dilarang untuk menikmati kehidupan yang layak. Cara semacam ini
tentu tidak diperbolehkan. Sebab, hak hidup tersebut wajib diberikan kepada setiap warga negara, baik
menghasilkan banyak atau sedikit, baik dia memiliki kemampuan berproduksi atau tidak. Dengan demikian upah
ditentukan berdasarkan nilai manfaat (jasa)nya, baik mencukupi kebutuhannya atau tidak. Oleh karena itu suatu
kesalahan, menentukan upah seorang buruh berdasarkan harga barang yang dihasilkannya, atau berdasarkan nilai
kebutuhan-kebutuhan yang diperlukannya. Selanjutnya, merupakan suatu kesalahan pula membangun transaksi
ijaroh berdasarkan transaksi jual-beli, dan membangun transaksi jual-beli berdasarkan transaksi ijaroh. Dengan
demikian tidak diperbolehkan membangun harga berdasarkan upah, dan sebaliknya, membangun upah
berdasarkan harga (barang). Sebab, penentuan upah merupakan satu hal, sedang penentuan harga merupakan hal
lain. Masing-masing memiliki faktor serta standar tertentu dalam menentukannya.

Selama upah tidak dibangun berdasarkan harga, dan sebaliknya, harga tidak dibangun berdasarkan upah,
maka tidak dibenarkan menjadikan hasil produksi seorang buruh sebagai standar menentukan upah. Sehingga
upahnya tidak ditentukan berdasarkan harga, dan sebaliknya. Keduanya tidak terkait secara langsung, begitu
juga, tidak boleh menjadikan tingkat kehidupan masyarakat sebagai standar untuk menentukan upah. Sehingga
tidak diperbolehkan menentukan upah menurut tingkat kesejahteraan buruh, agar dapat hidup layak. Sebab, tidak
diperbolehkan menjadikan tingkat kehidupannya sebagai standar untuk menentukan upah. Berdasarkan,
penjelasan sebelumnya, orang-orang kapitalis dan sosialis telah melakukan kesalahan dalam membuat pijakan
yang dijadikan dasar untuk menentukan upah.

Orang-orang kapitalis memberikan upah kepada seorang buruh dengan upah yang dianggap wajar. Upah
yang dianggap wajar menurut mereka adalah apa yang dibutuhkan oleh seorang buruh, yaitu biaya hidup dengan
batas minimum. Mereka akan menambah upah tersebut, apabila beban hidup bertambah pada batas paling
minim. Sebaliknya mereka akan menguranginya, apabila beban hidupnya berkurang. Sehingga menurut mereka,
upah seorang buruh ditentukan berdasarkan beban hidupnya, tanpa memperhatikan jasa (manfaat) tenaga yang
diberikannya.

Sesungguhnya, mereka melakukan itu semua, karena mercka membangun transaksi ijaroh berdasarkan
transaksi jual-beli, sehingga hal ini menyebabkan upah seorang buruh. Untuk itu, semua upah seorang buruh
menurut sistem ini, yakni sistem yang menjadikan standar hidup sebagai dasar dalam menentukan upah seorang
buruh, mereka akan selalu membatasi kepemilikan sebatas apa yang mereka butuhkan untuk memenuhi
kebutuhan-kebutuhan paling minim pada komunitas mereka. Baik standar hidup itu terpenuhinya kebutuhan
kebutuhan primer saja, sebagaimana kondisi para buruh yang berada di negeri-negeri Islam, atau standar
hidupnya adalah terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer, skunder dan tersier, sebagaimana para pekerja di
negara-negara maju, seperti Eropa dan Amerika. Cara seperti ini merupakan suatu kezaliman, sebab
bertentangan dengan realitas buruh.

Sedangkan orang-orang sosialis, kaidah dalam memberikan upah seorang buruh adalah “Bagi masing-masing
(pekerjaan) sesuai kemampuan atau kesanggupannya, dan bagi masing-masing (memperoleh bagian) sesuai
kerjanya”, artinya sesuai yang dihasilkan. Mereka melakukan semua itu, karena mereka membangun transaksi
ijaroh berdasarkan transaksi jual- beli, sehingga mereka memberikan (upah) pekerja sesuai yang dihasilkannya.
Dalam keadaan apapun cara seperti ini tetap merupakan kezaliman sebab jika hasilnya sedikit karena turunnya
harga-harga barang yang dihasilkan di pasar, maka sesungguhnya itu kezaliman terhadap buruh, mengingat upah
yang diperolehnya tidak sampai pada batas minimum kesejahteraannya, sehingga dia terpaksa meninggalkan
pekerjaannya. Jika hasilnya banyak sebab tingginya harga barang-barang yang dihasilkannya di pasar, maka



sesungguhnya itu kezaliman terhadap pengusaha, karena dia telah memberikan profitnya kepada buruh, padahal
buruh tidak berhak atas profit itu.

Oleh karena itu, menentukan upah berdasarkan hasil produksi buruh, yakni menurut harga penjualan barang
yang diproduksinya di pasar adalah kedzaliman. Di samping itu, eksistensinya salah karena kontradiksi dengan
realitas buruh. Dengan kembali pada realitas buruh, maka kita dapati bahwa seorang buruh tidak menukar
tenaganya kecuali untuk memperoleh komoditi atau tenaga (jasa) yang lain, sehingga tenaga yang dicurahkan
itulah yang seharusnya dijadikan pijakan

Hanya saja, ia tidak berusaha memperoleh tenaga itu, sebab ia sekedar tenaga, tetapi manfaat yang ada pada
tenaga itulah yang diusahakannya. Manfaat (jasa) tenaga merupakan pijakan (asas) yang orisinal, dan bukan
tenaga. Karena manfaatlah yang merupakan tempat pertukaran, sedang tenaga dicurahkan hanya untuk
mendapatkan manfaat. Dengan demikian, manfaat (jasa) seorang buruh merupakan pijakan yang dijadikan dasar
dalam menentukan upah.

Manfaat tenaga ini seperti komoditi, memiliki bursa, permintaan dan berlangsung transaksi pertukaran. Harga
manfaat tenaga itu ditentukan berdasarkan harga di pasar. Oleh karena itu, tidak boleh menetapkan harga
komoditi secara paksa, sebab akan mengakibatkan timbulnya pasar gelap dan membahayakan produksi. Begitu
juga tidak diperbolehkan menetapkan harga manfaat secara paksa karena mengakibatkan bahaya pada kekayaan
dengan membatasi hasil produksi, dan menghambat aktivitas. Oleh karena itu, harus membiarkan penentuan
harga manfaat tenaga, yakni upah seorang buruh menurut apa yang ditentukan oleh pasar bursa terhadap manfaat
(jasa) para pekerja.

Tranksaksi jual-beli itu berlangsung dengan kerelaan dua orang yang bertransaksi jual-beli tersebut. Begitu
juga, kontrak kerja manfaat tenaga berlangsung dengan kerelaan buruh dan pengusaha. Jika keduanya telah
sepakat pada suatu upah, sedang upah tersebut telah disebutkan (ajru al-musamma), maka keduanya telah terikat
dengan upah tersebut. Dan jika keduanya tidak sepakat pada suatu upah, maka keduanya terikat dengan apa yang
dikatakan para ahli di pasar umum terhadap manfaat tenaga tersebut (ajru al-mitsl). Hanya saja upah ini tidak
bersifat abadi, namun terikat pada masa tertentu yang telah disepakati untuk dikerjakan. Jika masanya telah
berakhir, atau pekerjaannya telah usai, maka dimulai ketentuan baru terhadap upah sesuai dengan penilaian pasar
umum terhadap manfaat tenaga, ketika melakukan penentuan (upah). Inilah realitas buruh. Realitas ini
merupakan pijakan dalam menentukan upah seorang buruh.

Islam dalam menentukan seorang buruh menggunakan dasar ini. Para fugaha telah mendefinisikan ijaroh
sebagai transaksi terhadap manfaat (jasa) tertentu dengan suatu kompensasi. Merecka menjadikan transaksi
tergantung pada manfaat, dan menjadikannya kompensasi sebanding dengan manfaat (jasa), artinya menjadikan
jasa sebagai dasar dalam menentukan upah. Para fugaha mengatakan bahwa transaksi ijaroh adalah buruh
memberikan manfaat kepada pengusaha sedangkan pengusaha yang memberikan manfaat kepada buruh.
Konklusi ini berdasarkan dalil-dalil yang membolehkan transaksi ijaroh. Allah berfirman,“Apabila mereka
(wanita-wanita ) menyusui (anak) kalian, maka berikanlah mereka upah-upahnya” (QS. Ath-Thalaq: 6).

Firman Allah ini menjadikan pemberian upah sebagai kompensasi atas menyusui. Nabi saw. bersabda,
“Allah swt berfirman: ‘Tiga orang yang Aku musuhi pada hari kiamat nanti adalah orang yang telah
memberikan (bai’at kepada khalifah) karena Aku lalu berkhianat, dan orang yang menjual (sebagai budak)
orang yang merdeka, lalu dia memakan harga(hasil) penjualannya, serta orang yang mengontrak pekerja,
kemudian pekerja tersebut menunaikan pekerjaannya sedangkan orang itu tidak memberikan upahnya.’”

Hadits ini menjadikan pemenuhan manfaat (jasa) sebagai keharusan mendapatkan upah, sehingga manfaat
sebagai dasar dalam menentukan upah. Transaksi dalam mengontrak buruh, adakalanya untuk mendapatkan
manfaat buruh (tenaga) itu sendiri. Apabila transaksi itu untuk manfaat pekerjaan yang dikerjakan buruh, maka
yang terikat dengan transaksi itu adalah manfaat yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut, seperti mengontrak
orang-orang yang memiliki keahlian tertentu, atau mengontrak orang-orang untuk mengerjakan pekerjaan-
pekerjaan tertentu, semisal mengontrak tukang semir, pandai besi, tukang kayu, insinyur, dokter, pengacara. Dan
jika transaksi itu untuk mendapatkan manfaat orangnya, maka yang terikat dengan transaksi itu adalah manfaat
orangnya secara langsung, seperti mengontrak pelayan dan tukang kebun. Dalam dua keadaan ini harus terdapat
upah yang jelas. Sebab Rasullulah saw. bersabda, “Siapa saja beriman kepada Allah dan hari akhir, maka
janganlah ia mempekerjakan seorang buruh, sampai dia memberitahukan upahnya.”

Jika keduanya tidak menyebutkan upah tertentu, lalu berselisih tentang upah yang disebutkannya, atau
keduanya menyebutkan upah yang belum jelas, seperti seorang mengontrak (orang, mesin) untuk menuai
tanaman dengan kompensasi sebagian dari tanaman tersebut, maka dalam semua ini, seorang buruh diberi upah
yang sepadan (ajrul mitsal) dan diputuskan para ahli.

Tidak Ada Kenaikan Upah Tahunan Bagi Para Pekerja

Upah yang telah ditentukan oleh para buruh, baik dia sebagai pegawai di pemerintahan, akuntan perusahaan,
atau pekerja di pabrik merupakan upah yang ditentukan untuk masa tertentu, harian, bulanan, tahunan. Akadnya
diperbarui lagi setelah habis masanya. Dan dianggap memulai masa baru, meski keduanya tidak
memperbaruinya. Namun, buruh dan pengusaha wajib terikat dengan upah yang telah ditentukan selama masa



kontraknya. Jika telah habis masa kontraknya, maka masing-masing memperbarui transaksi ijaroh dengan upah
baru, bukan yang pertama. Jika keduanya tidak melakukan, maka transaksi ijaroh diperbarui dengan tetap pada
upah yang pertama.

Dengan demikian, apa yang terjadi di kantor-kantor pemerintahan, seperti kenaikan upah tahunan bagi para
pegawai sesuai kepangkatan, tidak dikenal dalam Islam. Sebab orang buruh diberi upah yang disebutkan dalam
masa kontraknya, sehingga kenaikan upah di tengah-tengah masa kontrak, merupakan hal yang tidak mungkin.
Akan tetapi seorang buruh itu dikontrak harian, bulanan, atau tahunan. Seorang buruh boleh berunding dengan
pengusaha, baik pengusaha itu negara atau yang lainnya tentang kenaikan upah sebelum memasuki masa kontrak
yang baru, karena sebab-sebab yang baru. Adakalanya seorang buruh telah memiliki banyak keahlian, karena
pekerjaannya bertambah, atau karena pekerjaannya berubah, seperti dipindah pada posisi yang lain, atau upah
yang sepadan dengan pekerjaannya telah naik di pasar, atau karena hal-hal yang lain.

Apabila pengusaha rela, maka ketika itu ditentukan upah baru yang lebih besar bagi buruh. Begitu juga
pengusaha boleh menaikkan upah buruh ketika memulai masa kontrak yang baru, ketika buruh rela dengan
kenaikan ini. Dengan demikian ditetapkan upah baru yang lebih besar bagi buruh. Dalam dua keadaan ini,
kenaikan tersebut tidak dianggap sebagai kenaikan upah tahunan yang ditentukan, namun upah lain yang
dinaikkan dari upah sebelumnya dengan kerelaan pengusaha dan buruh.

Sedangkan, kenaikan upah tahunan yang terdapat dalam sistem pemerintahan sekarang merupakan bagian
dari sistem kapitalis. Kenaikan itu hakikatnya adalah penipuan, sebab mereka menentukan kepangkatan pegawai
sesuai upahnya. Mereka memberikan pegawai upah yang kurang, kemudian menaikkannya pertahun. Setelah
beberapa tahun, dia sampai pada akhir kepangkatan ini sehingga dia mendapatkan upah yang telah ditentukan
baginya ketika dia memulai pekerjaan tersebut. Mereka menganggap kenaikan upah ini sebagai kenaikan upah
tahunan.

Sedangkan Islam memberikan kepada para pegawai semua upah yang menjadi haknya menurut pasar, sejak
pertama dia memulai pekerjaannya. Sedikitpun upah itu tidak dikurangi yakni memberi yang lain apa yang
dinamakan sebagai posisi istimewa, sehingga tidak ada kenaikan kenaikan upah pertahun. Apa yang terjadi
dalam Islam, seperti kenaikan upah bagi para pegawai pemerintahan merupakan transaksi-transaksi lain untuk
transaksi ijaroh yang baru, dan bukannya kenaikan-kenaikan upah tahunan.

Begitu juga halnya dengan para pekerja, upah yang telah ditentukan atas mereka tidak akan dinaikkan di saat
berlangsung kontraknya, tidak karena lamanya masa dia bekerja dan tidak pula karena selain itu. Tetapi mereka
mendapatkan upah yang telah disebutkan saja. Hanya saja, mereka dibolehkan berunding sebelum berakhirnya
masa kontraknya untuk membicarakan upah baru yang lebih besar daripada upah yang telah berjalan, karena
sebab-sebab yang baru terjadi. Adakalanya karena jumlah upah yang sepadan dengan pekerjaan mereka telah
berubah, karena semakin profesionalnya dalam menjalankan pekerjaannya atau karena selain itu. Dan mereka
diperlakukan sama persis seperti yang berlaku pada para pegawai, sebab mereka semua adalah para buruh.

Islam Tidak Mengenal Problem Perburuhan

Problema perburuhan tidak dikenal dalam Islam. Masalah ini ada karena menjadikan tingkat kehidupan yang
paling minim sebagai pijakan dalam menentukan upah seorang buruh. Sehingga para pekerja tidak mendapatkan
upahnya, kecuali upah yang hanya cukup untuk melangsungkan kehidupannya, agar mereka tetap dapat bekerja.
Cara itu melahirkan tindakan sewenang-wenangnya para pemilik pekerjaan terhadap para buruh. Para buruh
menghadapi depresi, beban berat, kezaliman, serta eksploitasi keringat dan tenaga mereka dari para pengusaha.
Hal ini menimbulkan kemarahan yang besar dari para buruh dan melahirkan doktrin sosialis yang menawarkan
prinsip keadilan pada kaum buruh dengan membatasi waktu (jam) kerja, menaikkan upah buruh, menjamin
adanya waktu istirahat dan seterusnya.

Oleh karena itu orang-orang kapitalis terpaksa melakukan modifikasi terhadap teori kebebasan kepemilikan
dan kebebasan berusaha dengan tidak menjadikan tingkat kehidupan yang paling minim sebagai pijakan dalam
menentukan upah buruh. Sehingga dibuatlah kontrak kerja dengan memasukkan kaidah-kaidah dan hukum
hukum yang bertujuan untuk melindungi kaum buruh dan memberikan kaum buruh hak-hak yang sebelumnya
tidak pernah mereka miliki, seperti kebebasan berserikat, hak membentuk asosiasi-asosiasi, hak mogok kerja,
memberi kaum buruh pensiun dan berbagai bonus, serta tambahan upah lainnya. Mereka diberi hak kenaikan
upah, libur mingguan, hak jaminan kesehatan dan lain-lainnya.

Masalah-masalah perburuhan itu sebenarnya lahir dari pijakan yang menjadi dasar sistem kapitalis, yaitu
kebebasan kepemilikan, kebebasan berusaha dan menjadikan tingkat hidup yang paling minim sebagai pijakan
dalam menentukan upah buruh. Masalah-masalah buruh akan senantiasa ada selama hubungan antar buruh dan
pengusaha tetap dibangun di atas sistem ini. Kemudian orang orang kapitalis melakukan upaya tambal-sulam
untuk menghentikan aksi kaum buruh dan melawan provokasi-provokasi sosialis. Upaya tambal-sulam akan
terus dilakukan dalam rangka memelihara eksistensinya.

Sedangkan anggapan bahwa terbentuknya organisasi-organisasi dan tindakan-tindakan itu merupakan solusi
terhadap masalah-masalah perburuhan adalah anggapan bohong, sebab hakikatnya tidak lain hanyalah tambal-
sulam untuk menghentikan aksi-aksi kaum buruh.



Namun, masalah perburuhan tidak akan terjadi dalam Islam, sebab tidak ada kebebasan kepemilikan dan
kebebasan berusaha dalam Islam, yang ada hanyalah kebolehan kepemilikan dan kebolehan berusaha. Antara
keduanya (kebebasan dan kebolehan) terdapat perbedaan yang sangat jauh. Kebebasan kepemilikan adalah
membebaskan tangan manusia untuk memiliki harta dengan sebab (cara) apapun. Sedangkan kebolehan
kepemilikan adalah kebolehan sebagai hukum asal kepemilikan. Kepemilikan adalah aktivitas yang status
hukumnya mubah. Tiap-tiap orang muslim boleh memiliki harta, tetapi penggunaan kepemilikan itu terikat
dengan ketentuan syara’ tentang kepemilikan, yakni terikat dengan sebab-sebab tertentu yang yang telah
ditetapkan oleh syara’, semisal berburu, berdagang sebagai broker, dan lain-lainnya yang telah disebutkan oleh
syara’. Kebolehan itu tidak lain hanyalah sebab hukum asal kepemilikan saja, tidak untuk memiliki dengan sebab
(cara) apapun.

Begitu juga mengembangkan kepemilikan terikat dengan hukum-hukum tertentu, semisal transaksi jual-beli
dan ijaroh. Kepemilikan barang tertentu apapun itu juga terikat dengan hukum-hukum tertentu, semisal dengan
berbagai akad dan pembelanjaan. Kebolehan kepemilikan tidak membebaskan tangan manusia untuk memiliki
apa yang diinginkan, mengembangkan harta milik sekehendaknya, dan memiliki barang tertentu yang
diinginkannya. Tetapi kebolehan itu terbatas pada eksistensi manusia yang dibolehkan memiliki, yakni terbatas
terbatas pada hukum asal kepemilikan , tidak yang lain. Selain itu, kepemilikan terikat dan dilarang bagi seorang
memiliki, kecuali sesuai dengan hukum-hukum syara’. Hal ini sangat berbeda dengan kebebasan kepemilikan,
sebab kebebasan kepemilikan membiarkan seseorang bebas menguasai apapun dan memiliki dengan cara apa
pun.

Begitu juga halnya dengan pekerjaan (usaha), usaha termasuk salah satu aktivitas manusia, hukumnya
mubah. Sehingga setiap orang muslim boleh bekerja dan berusaha, tetapi cara pelaksanaan kerja untuk
memperoleh harta itu terikat dengan hukum-hukum tertentu, sehingga dia boleh bekerja sebagai buruh,
pedagang, petani dan kasir. Namun dalam menjalankan pekerjaan itu, dia wajib terikat dengan hukum-hukum
syara’. Dia tidak boleh bekerja memproduksi minuman keras, berdagang babi, menanam ganja, bekerja di
Perseroan Terbatas (PT), usaha-usaha ribawi, tempat-tempat judi dan pekerjaan apapun yang diharamkan oleh
syara’.

Apabila dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mubah, maka dia terikat dengan hukum-hukumnya. Jika
dia sebagai seorang buruh, maka dia terikat dengan hukum-hukum jjaroh. Dan jika dia seorang broker, maka dia
terikat dengan hukum-hukum broker dan seterusnya. Kebolehan itu hanya sebagai hukum asal saja bagi
pekerjaan. Sedangkan dalam cara pelaksanaan kerjanya, maka ia terikat dengan hukum-hukum tertentu, dia
dilarang melakukan pekerjaan-pekerjaan ini. Berbeda dengan kebebasan bekerja, sebab kebebasan bekerja
membiarkan seseorang bebas bekerja dan bebas melakukan pekerjaan apapun, dengan cara bagaimanapun yang
dianggap baik. Berdasarkan penjelasan ini jauh sekali perbedaan antara kebolehan kepemilikan dan kebolehan
bekerja dengan kebebasan kepemilikan dan kebebasan bekerja.

Oleh karena itu, masalah-masalah yang terjadi dalam sistem kapitalis tidak terjadi dalam Islam. Sebab
kepemilikan itu dalam Islam terikat dengan sebab-sebab tertentu, pengembangan kepemilikan dan penguasaan
barang tertentu, keduanya terikat dengan hukum-hukum tertentu pula. Bekerja terikat dengan pekerjaan-
pekerjaan yang dibolehkan dan terikat dengan hukum-hukum tertentu yang berhubungan dengan cara
mengerjakannya. Artinya kepemilikan dan bekerja keduanya terikat dengan transaksi-transaksi yang
menghilangkan perselisihan-perselisihan dari dasarnya, sehingga masalah-masalah ini tidak akan terjadi. Secara
global transaksi-transaksi ini merupakan hukum-hukum ijaroh yang mengatur hubungan antara buruh dan
pengusaha, di samping hukum-hukum lain yang menyangkut berbagai pekerjaan, seperti hukum-hukum
perdagangan, pertanian, perindustrian, dan hukum-hukum lain yang menyangkut kehidupan, seperti hukum-
hukum mengenai nafkah dan hukum-hukum yang menyangkut pemeliharaan berbagai urusan (ri’ayatus su’un).
Sehingga tidak membutuhkan batasan-batasan yang mengikat pengusaha atau buruh. Dalam Islam tidak ada
kebebasan kepemilikan dan kebebasan bekerja, sehingga tidak membutuhkan batasan-batasan untuk
menimbulkan (kebobrokan) sistem kebebasan kepemilikan dan berusaha, mengingat yang ada dalam Islam
hanyalah kebolehan kepemilikan dan kebolehan bekerja atau berusaha.

Pijakan yang menjadi dasar dalam menentukan upah seorang buruh adalah manfaat (jasa) tenaga yang
dicurahkan oleh seorang buruh di pasar umum, dan bukannya tingkat kehidupan minimum. Oleh karena itu tidak
ada tindakan sewenang-wenang para pengusaha. Secorang buruh dan pegawai pemerintahan adalah sama.
Seorang buruh mendapatkan upahnya sesuai dengan upah yang ditentukan atas buruh yang sejenis di
masyarakat. Jika buruh dan pengusaha berselisih, maka di sinilah peranan para ahli untuk menentukan upah yang
sepadan (ajr al mitsl). Mereka para ahli dipilih oleh kedua orang yang berselisih, jika keduanya tidak bersepakat,
maka dipilihkan oleh negara, dan kedua orang yang berselisih wajib terikat dengan apa yang dikatakan para ahli.

Menentukan upah tertentu oleh seorang penguasa tidak boleh dianalogkan dengan tidak bolehnya
menentukan harga barang. Sebab upah sebagai kompensasi jasa, sedangkan harga sebagai kompensasi barang.
Pasar menetapkan harga barang menurut ketentuan yuang berlaku di pasar. Begitu juga halnya ketika
menentukan upah atas jasa para buruh.



Sedangkan hak-hak yang diberikan kepada para buruh sebagai tambal-sulam (kebobrokan) kapitalisme
seperti kebebasan berserikat. Syara’ membolehkan setiap rakyat berserikat, baik mereka sebagai buruh atau
bukan. Mengenai pembentukan asosiasi-asosiai, tidak ada asosiasi dalam Islam. Sebab mengurusi berbagai
urusan umat adalah tanggung jawab negara, yakni hanyalah imam (khalifah) yang berhak mengurusi urusan-
urusan tersebut. Baik semua maupun sebagian saja. Mengingat fungsi asosiasi-asosiasi itu adalah mengurusi
urusan-urusan (ria’yatus syu’un) orang yang bergabung dengan asosiasi tersebut, maka tidak diperbolehkan.

Tentang hak mogok kerja. ljaroh termasuk transaksi-transaksi yang wajib (dipenuhi), bukan transaksi
transaksi yang mujbah (dipenuhi), sehingga tidak ada hak bagi siapa pun dari keduanya membatalkan transaksi
tersebut. Seorang buruh wajib melakukan sesuai yang dikontrakkan kepadanya. Jika dia tidak melakukannya,
maka dia tidak berhak atas upah. Oleh karena itu, tidak ada hak mogok kerja bagi seorang buruh.

Tentang uang pensiun, bonus dan kompensasi-kompensasi yang lain, itu pun termasuk taktik tambal-sulam
kapitalisme untuk meringankan kezaliman sistem kapitalisme. Sebab, seharusnya orang tidak mampu bekerja
memperoleh kesejahteraan dari negara, sehingga tidak membutuhkan uang pensiun, bonus dan kompensasi
kompensasi yang lain. Memenuhi kebutuhan primer adalah tanggung jawab negara, bagi setiap orang yang tidak
mampu, bukan tanggung jawab pengusaha. Sebab termasuk pemeliharaan terhadap urusan-urusan warga negara,
sedang aktivitas tersebut bukan kewajiban pemilik pekerjaan.

Adapun apa yang dibutuhkan para pekerja, seperti jaminan kesehatan mereka dan keluarganya, jaminan
pendidikan atas anak-anaknya dan jaminan lainnya, semuanya merupakan tanggung jawab negara, bukan
tanggung jawab pemilik pekerjaan (pengusaha) dan tidak dibahas dalam konteks buruh. Sedangkan jaminan
nafkah mereka, setelah mereka tidak bekerja lagi maka menjadi tanggung jawab negara. Sebab jaminan nafkah
itu menjadi tanggung jawab negara, ketika mereka tidak mendapatkan pekerjaan. Bila mereka tidak mempunyai
pekerjaan, maka secara hukum mereka tergolong orang yang tidak mampu, ketika itu diterapkan atas mereka
hukum-hukum nafkah.

Inilah kajian tentang para pekerja dalam sistem kapitalis. Masalah-masalah yang terjadi sekarang di pabrik-
pabrik dan perusahaan-perusahaan, tidak mungkin terjadi dalam kajian para buruh dalam Islam. Sebab masalah
ini tidak mungkin ada dalam Islam, karena berbedanya pijakan yang menjadi dasar dalam menentukan upah
buruh serta berbedanya pandangan tentang jaminan terhadap orang-orang miskin dan tidak mampu dan jaminan
untuk mendapatkan lapangan kerja bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan. Konsep negara dalam Islam
berbeda dengan konsep negara dalam demokrasi. Sebab negara dalam Islam adalah satu-satunya lembaga yang
secara langsung menangani semua urusan rakyat. Namun, negara dalam demokrasi terdiri dari banyak lembaga
yang semunya dikontrol oleh satu lembaga yaitu negara.

Inilah sumber keempat di antara sumber-sumber ekonomi yaitu tenaga manusia, atau lebih baiknya disebut
buruh. Dari uraian secara global ini, jelaslah bahwa syara’ membolehkan transaksi ijaroh dan boleh bagi dua
orang yang bertransaksi membuat syarat yang dikehendaki, sebab Rasulullah saw. bersabda, “Orang-orang
muslim itu berada di perjanjian akadnya (syaratnya).”

Islam menjadikan manfaat (jasa) tenaga sebagai pijakan dalam menentukan upah serta menjadikan penilaian
pasar umum terhadap tenaga sebagai pemutus. Jika kedua orang yang bertransaksi berselisih, dan keduanya
wajib terikat dengan apa yang ditentukan pasar sesuai dengan penilaian para ahli sehingga perselisihan dalam
semua transasksi ijaroh tidak terjadi. Dengan demikian syara’ memberikan peluang pada para pengusaha dan
buruh untuk mencurahkan tenaganya yang tidak terbatas dalam berproduksi. Wallahu a’lam bisshawab.



